
 
 
 
 
 
 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI 
 

NOMOR   9  TAHUN   2011  
 

TENTANG 
 

PAJAK AIR TANAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI NGAWI, 
 

Menimbang : a. bahwa  sesuai dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah  dan Retribusi Daerah, Pajak air tanah merupakan jenis Pajak 
Kabupaten; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagiaman dimaksud dalam huruf a, perlu 
membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Air Tanah. 

 
Mengingat : 1. Undang-undang   Nomor   12  Tahun 1950  tentang  Pembentukan  Daerah-

daerah  Kabupaten  Dalam  Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara 
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Nomor 9) ; 

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum  Acara Pidana (Lembaran 
Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ; 

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara     
Nomor 3699) ; 

4. Undang–undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Negara dengan 
Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang–undang Nomor 
19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3987)  ; 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang 
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004   
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389): 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia              
Nomor 4400); 
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9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa  kali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 

10. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004       
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049) ; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara 
Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah 
(Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan  dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83  , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4859 ); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan 
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     
Nomor 5161) ; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik  Pegawai Negeri 
Sipil di  Lingkungan  Pemerintah  Daerah ; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat  II  Ngawi Nomor 7 Tahun 1987 tentang 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di  lingkungan Pemerintah Kabupaten  Daerah Tingkat II 
Ngawi ;  

20. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten  Tahun 2007 Nomor 7) ; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten  Ngawi Tahun 2008 Nomor 8) ; 

 
Dengan persetujuan bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI 

dan 
BUPATI NGAWI 

 
MEMUTUSKAN : 

  
Menetapkan : PERATURAN   DAERAH  TENTANG   PAJAK AIR TANAH. 
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BAB  I 
 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ngawi. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi. 
3. Bupati adalah Bupati Ngawi. 

4. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dibidang pajak daerah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang 
melakukan usaha maupun yang tidak melakkan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, 
Perseroan Komanditer, Perseroan lainya, Badan Usaha Milik Negara, atau Daerah dengan 
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, 
lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya. 

6. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan Pertambangan adalah Dinas Pekerjaan Umum 
Pengairan dan Pertambangaan Kabupaten Ngawi. 

7. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 
8. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah 

termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah. 
9. Pengambilan air tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air tanah yang dilakukan dengan 

cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan lainnya untuk dimanfaatkan 
airnya dan/ atau tujuan lain. 

10. Surat Setoran Pajak Daerah yang selajutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib 
Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang tentang ke Kas 
Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati. 

11. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak 
yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak. 

12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah 
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih 
harus dibayar. 

13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah 
ditetapkan. 

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit 
pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan 
pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau 
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

16. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan 
tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 
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17. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak yang selanjutnya disingkat SPMKP adalah Surat 
Perintah Bupati atau Pejabat, kepada Kas Daerah untuk membayar pengembalian kelebihan 
pajak. 

18. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Ngawi. 

 
 

BAB II 
 

NAMA, OBYEK, SUBYEK dan WAJIB PAJAK 
 
 

Pasal 2 
 

Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air 
tanah; 

 Pasal 3 
 

(1) Obyek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah; 

(2) Dikecualikan dari Obyek Pajak Air Tanah adalah: 

a.  pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, 
pengairan pertanian, pengairan perikanan rakyat, dan peribadatan; dan/atau 

b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan militer, pemadam kebakaran, 
panti asuhan, atau untuk penelitian. 

c.    Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemeritah, Pemerintah Provinsi dan 
Pemerintah Daerah. 

Pasal 4 
 

(1) Subyek Pajak Air Tanah, adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan  
dan/atau pemanfaatan air tanah. 

(2) Wajib Pajak Air Tanah, adalah orang pribadi atau badan yang mengambil dan/atau 
memanfaatkan air tanah 

 

BAB III 
 

DASAR PENGENAAN,  TARIP  dan CARA PENGHITUNGAN PAJAK 
 

Pasal 5 
 

(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. 

(2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang 
dihitung dengan mempertimbangkan faktor  sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut : 

a. jenis sumber air; 
b. lokasi sumber air; 
c. tujuan pengambilan; 
d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; 
e. kualitas air, dan 
f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. 
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(3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati 
 

 
Pasal 6 

 
Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). 

 
Pasal 7 

 
Besaran Pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarip sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6, dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5      
ayat (3). 

 
BAB IV 

WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK 
 

Pasal 8 
 

Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten. 
 
    

BAB V 
 

MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG 
 

Pasal 9 
 

(1) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan Kalender. 
(2) Pajak Air Tanah yang  terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan dan/atau 

pemanfaatan air atau sejak diterbitkan SKPD. 
 
 

BAB VI 
 

TATA CARA PEMUNGUTAN 
 
 

Pasal 10 
 

(1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD. 
(2) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap 

ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya. 
(3) SPTPD sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati paling lambat 

15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak. 
(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan dengan keputusan Bupati. 

 
 

Pasal 11 
 

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Bupati atau Pejabat 
menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD. 

(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat 
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi 
berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD. 


